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Jawaban Email dari Bapak Tovany Akbar 
 

Pertanyaan :  

1. Bagaimana implementasi/pelaksanaan atau penerapan hukum penanaman 

modal di JIIPE Gresik?  

2. Bagaimana mekanisme menanam modal di JIIPE Gresik?  

3. Bagaimana implementasi keistimewaan pada penanam modal di JIIPE Gresik?  

4. Sudahkah ada laba/keuntungan yang didapat JIIPE Gresik? Kalua sudah ada, 

sejak tahun berapa?  

5. Bagaimana cara mengoptimalkan keberfungsian JIIPE Gresik supaya berhasil 

sesuai target?  

  
Jawaban :  
  
Kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) telah ditetapkan sebagai 
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Gresik. PT Berkah Kawasan Manyar 
Sejahtera (BKMS) merupakan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK 
Gresik.    

  

1. Pelaksanaan penanaman modal di JIIPE (KEK Gresik) dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang – undangan baik oleh penanam modal dalam 

negeri maupun penanam modal asing untuk dapat melakukan kegiatan usaha di 

JIIPE (KEK Gresik).   

  

2. Mekanisme penanaman modal di JIIPE (KEK Gresik) dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang – undangan termasuk ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan 

peraturan perundang-undangan lainnya di bidang kawasan ekonomi khusus 

sepanjang belum diubah/dicabut serta transaksi bisnis antar perusahan 

(Business to Business).   

  

3. Fasilitas dan kemudahan di KEK yang dapat diperoleh Badan Usaha maupun 

Pelaku Usaha KEK Gresik diantaranya perpajakan, kepabeanan, dan cukai, lalu 

lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, 

perizinan berusaha termasuk pelayanan terpadu satu pintu di kantor 

Administrator KEK, Infratruktur, KEK sebagai PSN dsb.  

  

4. PT BKMS sebagai pengelola Kawasan Industri JIIPE telah berdiri sejak 27 Juni 

2012, memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) pada tahun 2014, 

pertama kali melakukan kegiatan komersial pada Januari 2016, dan pada 28 Juni 

2021 ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik. Sejak 

berdirinya hingga saat ini sudah ada laba / keuntungan yang di dapat oleh PT 

BKMS.  
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5. Agar keberfungsian JIIPE (KEK Gresik) mencapai target, diperlukan optimalisasi 

dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kab. Gresik.  
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